PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH e
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah vang
merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terdapatnya
penggantian serta perubahan  keanggotaan Penetapan Majclis
Penyelesaian  Kerugian Dacrah  dan  Sckretarat Penyelesaian
Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata
cara Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah terhadap Pegawar Neger
Bukan Bendahara atau Pejabat lain,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a dan huruf b perlu menctapkan Majelis Penyelesaian
Kerugian Daerah dan Sckretariat Majelis Penyelesaian kerugian
Daerah Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan
Sckretaris Dacrah;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daecrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propins: .Jawa
Tengah, -

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 4150),

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494



Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Dacrah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9934);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan  Barang Milik Daerah (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara Atau Pcjabat Lain (Berita Daerah Kabupaten -
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Majelis  Penyelesaian  Kerugian  Dacrah  dan Sekretariat  Majelis
Penyelesaian Kerugian Dacrah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
Il Keputusan ini.

Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Penyelesaian
Kerugian Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut -
a. Majelis  dalam  sidang untuk penyelesaian  kerugian  daerah
mempunyai tugas dan wewenang :
I. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

a. memeriksa dan mewawancarai pthak vang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperolch  Hak/Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahul terjadinya Kerugian Daerah:

b. meminta keterangan/pendapat  dari  narasumber yang
memiliki keahlian terteniu:




3.

c. memeriksa bukti vang disampaikan;

d. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Dacrah (PPKD) dapat
meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk
melakukan pemeriksaan ulang;

¢. menyetujul atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan
ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);

[. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, sural
berharga, dan/atau barang milik daerah;

g. melaporkan  hasil  sidang  kepada Pejabat  Penvyelesaian
Kerugian (PPKD); dan

h. melaksanakan hal lain vang diperlukan dalam penvelesaian
Kerugian Daerah,

Pihak vang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl

Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian  Kerugian

Daerah vang tlelah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

a. memeriksa  kelengkapan pernvataan  penyerahan  barang
jaminan,

b. memutuskan penycrahan upava penagihan Kerugian Dacrah

kepada instansi yang menangani  pengurusan  piutang
negara /daerah;

. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan

d. melaksanakan hal lain yvang diperlukan dalam penvelesaian
Kerugian Dacrah.

penorimaan atau keberatan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas

penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(SKP2KS)

a. memeriksa laporan hasil Pemeriksaan Tim  Pemeriksa
Kerugian Daerah (TPKD);

b. memeriksa laporan mengenal  alasan  tidak  dapat
dipecrolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
[SKT.JIM);

¢. menolak seluruhnva, menerima seluruhnya,
menerima/menolak sebagian keberatan darn Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl Waris;

d. memeriksa bukti:

e. memeriksa dan meminta ketlerangan pithak vang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Warns
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Dacrah;

[. meminta keterangan/pendapat  dari narasumber  vang
memiliki keahlian tertentu;

g melalul Pejabat Penyelesalan Kerugian Daerah (PPKD) dapat
meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk
melakukan pemeriksaan ulang;

h. memberikan pertimbangan pecmbebasan pengegantian
Kerugian Dacrah;

1. memberikan pertimbangan penghapusan atas uvang, sural
berharga, dan/atau barang milik daerah;

j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
melaksanakan hal lain yvang diperlukan untuk penyelesaian
kerugian Daerah,

]




KETIGA

KEEMPAT

b. Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah memibiki tugas
dan wewenang

1. Membantu Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah menyviapkan
data yang diperlukan dalam proses penyelesaian keruglan
dacrah;

2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah;

3. Membantu Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan
dalam melaksanakan sidang;

4. Menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majehis Penyelesalan
kerugian Daerah menyiapkan serta keperluan lain bagi anggota
Majelis Pertimbangan.

Semua biaya vyang timbul scbagal  alkibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Sckretaris Daerah 1mi mulanr berlaku  pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

P). SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

P s

BUDI SANTOSO t

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Sekretaris

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo.




' No. |

' Sekretaris Daerah Kabu paten

Kepala Badan Keuangan Daerah

Asisten Adminisirasi Umum
| Kepala Badan Kepegawailan

?I:ii-::]]i-llﬂ
' Sekretariat  Daerah  Kabupaten

Lampiran | : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHAR.JO

JABATAN

2

Sukoharjo

I_r_lh_pdqmr_ Dacrah  Kabupaten
Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo

Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Sukoharjo

Pendidikan, dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo |

B3 ;1g1 Aarn Hukum

Sukoharjo

KEDUDUKAN
 DALAM TIM

3
ketua

Wakil Ketua

Sckretaris,
merangkap
Anggola
Anggola

Anggota

~An goota

KETERANGAN

4
Bertanggung jawab
memeriksa dan
memberikan
pertimbangan kepada
PPKD

Membantu Ketua
memberikan
pertimbangan kepada
PPKD

Membantu Ketua
dibidang Sckretariat

Bertanggung jawab
sesual bidang dan
lugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang dan
Ltugasnya

Bertanggung jawab
sesual bidang dan
tugasnya

P). SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHAR.JO,

Wopec

BUDI SANTOSO ¥



Lampiran Il : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

No. | ~ JABATAN | KEDUDUKAN | KETERANGAN
DALAM TIM |
i _1_-_ “______-_- _ 2 3 | 4
1 | Kepala Sub Bidang Verifikasi | Ketua ! Bertanggung jawab
pada Bidang Akuntansi dan ' dibidang sekretariat |
Pelaporan pada Badan Keuangan membantu tugas majelis
| Daerah Sukoharjo Penyelesalan Keruglan
| daerah
2. | Yuli Siti Rahayuni,SE
NIP. 19660719 199003 2 008
. Pelaksana Pengadministras: | Sekretaris, Membantu tugas ketua,
| Verifikasi Pendapatan dan | marangkap bidang sekretariat
' Belanja Ruuin Pada Bidang | Anggota
' Akuntansi dan Pelaporan Badan |
' Keuangan Daerah Kabupaten |
| Sukoharjo |
Anggota Bertanggung jawab
3. | Dwi Sarwiyanti Prihatiningsih sesuail bidang tugasnya
| NIP. 19670417 200801 2 006
Pelaksana Pengadministrasi
Verifikasi Pendapatan dan
' Belanja Rutin  Pada Bidang
Akuntansi dan Pelaporan pada | Anggota | Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah sesual bidang tugasnya

|
!
! ' Kabupaten Sukoharjo
|

4. | Giyanto,S.Kom,MM '
. NIP. 19690811 199603 1 004 ‘
g Pelaksana Pengelola Akuntansi |
: pada Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Badan  Keuangan |

Daerah Kabupaten Sukoharjo | ‘

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

K oees

BUDI SANTOSO0O



No.

Lampiran Il : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Yuli Siti Rahayuni,SE

NIP. 19660719 199003 2 008
Pelaksana Pengadministrasi | Sekretaris, Membantu tugas ketua,
Verilikasi Pendapatan dan | marangkap bidang sckretariat
'Belanja  Rutin - Pada  Bidang | Anggota
| Akuntansi dan Pelaporan Badan |
Keuangan Daerah Kabupaten '
Sukoharjo '

Anggota ' Bertanggung jawab
Dwi Sarwiyanti Prihatiningsih | sesual bidang tugasnya

NIP. 19670417 200801 2 006

Pelaksana Pengadministrasi

Verifikasi Pendapatan dan |

Belanja  Rutin @ Pada Bidang |

Akuntansi dan Pelaporan pada | Anggota ' Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daecrah | ' sesuail bidang tugasnya

| Kabupaten Sukoharjo |

|

| Givanto,S.Kom,MM |

| NIP. 19690811 199603 1 004 | |
Pelaksana Pengelola Akuntansi

‘pada Bidang Akuntansi dan |

| Pelaporan  Badan  Keuangan

| Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

(v~

BUDI SANTQOS0

JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
o DALAM TIM | B
T S e S — 2 . 3 - = 4
Kepala Sub Bidang Verilikasi| Ketua Bertanggung jawab
pada Bidang Akuntansi dan dibidang sckretariat
Pelaporan pada Badan Keuangan membantu tugas majehis |
Daerah Sukoharjo Penyelesaian Kerugian |
daerah



